
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Oaerah Kabupaten Oalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3019); 

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, 
Tam bah an Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3474); 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran 
Negaran Republik Indonesia Nomor 4389); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Mengingat 

Menimbang a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah 
Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. perlu ditindak 
lanjuti dengan petunjuk pelaksanaannya agar peraturan daerah 
tersebut dapat berlaku efektif: 

b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan dan 
meningkatkan kesadaran dalam pelaksanaan tertib administrasi 
kependudukan di Kabupaten Rembang, diperlukan adanya 
Petunjuk Pelaksanaan Pcnvelenqqaraan Adrniruslrnsi 
Kependudukan; 

c. bahwa berdasakan pertimbangan sebagaimana huruf a dan 
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Peraturan Oaerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 

PERATURAN BUPATI REMBANG 

NOMOR 1 TAHUN 2009 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008 
TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 

BUPATI REMBANG, 

BUPATI REMBANG 

.,, 



11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang 
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4826): 

12. Peraturan Presiden Nomor Nomor 88 Tahun 2004 tentang 
Pengelolaan Administasi Kependudukan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119); 

13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang 
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 23); 

14. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan 
Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2008 
tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 
(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Daerah Nomor 83); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 
12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 90). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 4 
TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI 
KEPENDUDUKAN. 

tentang 
tentang 

Republik 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 T ahun 2007 
Pelaksanaan Undang-Undang 23 Tahun 2006 
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negaran 
Indonesia Nomor 4736); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia nomor 4737); 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Repuhlik lndonesia Nomor 4fM4); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang 
Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negaran 
Republik Indonesia Nomor 4674): 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 01975 tantang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 
Nomor ~ 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3050); 

/' 

- 



14. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus 
dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu 
Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan 
lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas 
menjadi tinggal tetap. 

15. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka 
waktu terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin 
tinggal terbatas dari instansi yang berwenang. 

13. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas 
pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan 
administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa 
kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. 

12. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa 
penting yang dialami seseorang pada kantor yang pengangkatannya sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 

11. Warga Negara Asing, selanjutnya disingkat WNA, adalah orang bukan Warga 
Negara Indonesia. 

8. Data Kependudukan adalah data perseoranqan dun/aluu data c.Jgreyal yc.J11u 
terstruktur sebagai hasil kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 

9. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinduk 
Capil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang 
dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 

10. Warga Negara Indonesia, selanjutnya disingkat WNI, adalah orang-orang 
bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan 
undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia. 

- 

6. Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat Adminduk adalah 
rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan 
data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, 
pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan 
hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. 

7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat 
tinggal di Indonesia. 

5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Kepala Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang. 

4. Oinas Kcpendudukan dan Pencatatan Siptl yang sclanjutnyu cl1s1119k .. it IJ111duk 
Capil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rernbang 
yang diberi tugas tertentu di bidang administrai kependudukan. 

3. Bupati adalah Bupati Rembang. 

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rembang. 

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang. 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

Pasal 1 

KETENTUAN UMUM 

IS/\1 S I 



31. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh 
seseorang pada register catatan sipil oleh Dinduk Capil, yang dari dasar 

29. Surat Keterangan Tempat Tinggal Terbatas, selanjutnya disingkat SKTT. 
adalah surat keterangan yang harus dimiliki oleh orang asing pemegang izin 
tinggal terbatas. 

30. Surat Keterangan Tinggal Sementara. selanjutnya disingkat SKTS, adalah surat 
keterangan yang harus dimiliki oleh penduduk yang tinggal/menetap di 
Kabupaten Rembang namun tidak menjadi penduduk Rembang. 

28. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, selanjutnya disingkat SKDLN, 
adalah surat keterangan kedatangan dari luar negeri yang diperuntukkan bagi 
penduduk yang baru pulang bekerja dari luar negeri. 

27. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, selanjutnya disingkat SKPLN, adalah 
surat keterangan pindah penduduk yang diperuntukkan bagi penduduk yang 
akan bekerja ke luar negeri. 

21. Kepala Keluarga adalah: 
a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan 

darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga; 
b. orang yang bertempat tinggal seorang diri, atau 
c. kepala kesatuan, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa 

orang bertempat tinggal bersama-sama. 

22. Anggota Keluarga adalah penduduk yang secara kemasyarakatan menjadi 
tanggungjawab kepala keluarga. 

23. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi 
penduduk sebagai buklti diri yang diterbitkan oleh Dinduk Capil yang berlaku 
diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia . 

24. KTP WNI adalah KTP yang diperuntukkan untuk penduduk WNI. 

25. KTP WNA adalah KTP yang diperuntukkan untuk penduduk WNA yang telah 
memiliki surat ijin tinggal tetap dan persyaratan lain sesuai dengan peraturan 
yang berlaku. 

26. Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh Dinduk Capil mengenai 
sesuatu hal yang berkaitan dengan peraturan yang berlaku. 

.. 

20. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang 
memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta 
identitas anggota keluarga. 

18. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, 
informasi dasar riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami 
oleh penduduk sejak saat kelahiran. 

19. Nomor lnduk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas 
Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang 
yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. 

17. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, selanjutnya disebut Penduduk 
Rentan Adminduk, adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam 
memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alarn, 
kerusuhan sosial, atau bertempat tinggal di dacrah terbelakanq 

16. Orang Asing Tinggal Tetap adalah oranq asinq vanq borada dalarn wilavah 
l~qHililil< 111<10111::;1;1 cl;111 l1:l;ll1 1111·111l;1p.1I 11111 l111qq.d l1·l.111 11.111 111·.l.111·.1 y.11111 
berwenang. 



45. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW 
atau sebutan lain adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat. 
diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai 
kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan 
kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas 
pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di desa/kelurahan. 

43. Petugas Rahasia Khusus adalah petugas reserse dan pelugas intelijen yang 
melakukan tugas khusus diluar domisilinya. 

44. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah 
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 
setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat diakui dan 
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

42. Kantor Urusan Agama Kecamatan, disingkat KUA, adalah satuan kerja yang 
melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan 
bagi penduduk yang beragama Islam. 

41. Data Pribadi adalah data perseorangan tertenlu yang disimpan, dirawat. dan 
dijaga kebenaran serta diiindungi kerahasiaanya. 

40. Sistem lnformasi Administrasi Kependudukan. disingkat SIAK. adalah sistem 
informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 
memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat 
penyelenggara dan Dinduk Capil sebagai satu kesatuan. 

39. Petuqas Registrasi adalah Pegawai Ne9e1 i Sipil yt111g diben ltl~F•s cl;111 
tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa KependucJukan 
dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan 
di desa/kelurahan. 

38. Surat Keterangan adalah Surat Keterangan yang dibuat Dinduk Capil yang 
berhubungan dengan pendaftaran penduduk dan akta-akta catatan sipil. 

37. Kutipan Kedua Akta Catatan Sipil adalah kutipan yang dikeluarkan sebagai 
pengganti kutipan akta yang rusak atau hilang, yang berupa kutipan/sertifikat. 

36. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukurn seorang ariak yang lahir 
diluar ikatan perkawinan yang sah, rnenjadi anak sopnsnnq suarni rstri 

35. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak 
terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas 
persetujuan ibu kandung anak tersebut. 

34. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi: kelahiran, 
lahir rnati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan. 
pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, pcrubahan 11;1111,1. 
perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya. 

33. Kutipan Kedua Akta Catalan Sipil adalah kutipan yang dikeluarkan sebaqai 
pengganti kutipan akta yang rusak atau hilang, yang berupa kutipan/sertifikat. 

32. Akta Catatan Sipil adalah catatan autentik yang berisi catatan lengkap sesorang 
mengenai kelahiran, perkawinan perccrainn, k<!111;1ti;1n. p,~11q;1k11.111 ·tl;111 
11r.n~1<~s;1h:111 annk d;111 r><!rt1h;1h;111 11;1111:1 y;111q d11,~i111llc111 <1:111 di:·.111111.111 (ll1 ·l1 
mstans: yc.111y borwcnanq. 

pencatatan tersebut diatas diterbitkan kutipan akta catatan sipil. 



• (1) Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) untuk 
pencatatan biodatanya membawa persyaratan scbaqaimana dimaksud dalarn 
Pasal 3 ayat (1 ). 

Pasal4 

(4) Pencatatan biodata penduduk bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan setelah memenuhi 
syarat : 
a. paspor; 
b·. kartu izin tinggal tetap; dan 
c. buku pengawasan orang asing. 

(3) Pencatatan biodata penduduk bagi orang asing yang memiliki izin tinggal 
terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan setelah 
memenuhi syarat berupa: 
a. paspor; 
b. kartu izin tinggal tcrbatas; dan 
c. buku pengawasan orang asing. 

l 

' 

(2) Pencatatan biodata penduduk bagi WNI yang datang dari luar negeri karena 
pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan setelah 
memenuhi syarat: 
a. paspor; atau 
b. dokumen pengganti paspor. 

(1) Pencatatan biodata penduduk WNI sebaqaimana dimaksud dalam Pc1sc1I 2 
ayat (1) dilakukan setelah memenuhi syarat : 
a. surat pengantar dari RT dan RW; 
b. dokumen kependudukan yang dimiliki, antara lain: 

1. kutipan akta kelahiran; 
2. ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (baqi yang rnemiliki); 
3. KK; 
4. KTP; 
5. kutipan akta perkawinan/kutipan akta nikah; atau 
6. kutipan akta perceraian. 

Pasal3 

(1) Penduduk WNI wajib melapor kepada Dinduk Cap ii melalui kepala desa/lurah 
dan camat untuk dicatatkan biodatanya. 

(2) WNI yang datang dari luar negeri karena pindah, orang asing yang memiliki izin 
tinggal terbatas dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap wajib melapor 
kepada Dinduk Capil untuk dicatatkan biodatanya. 

(3) Pencatatan biodata penduduk dilakukan sebagai dasar pengisian dan 
pemutakhiran database kependudukan. 

Pasal2 

Paragraf 1 
Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk 

Bagian Pertama 
Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk, KK dan KTP 

IJI-Nl)/\1 1/\1~/\N IJI NIHJIHH< 

BAB II 



(3) Kepala Dinduk Capil menerbitkan dan menandatangani biodata orang asing 
setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK denqan SIAK. 

(2) Pencatatan biodata orang asing sebagairnana dimaksud pada ayat (1 J. 
dilakukan dengan tata cara: 
a. orang asing yang memiliki rzin tinggal terbatas menqisi da11 

menandatangani formulir biodata orang asing linggal terbatas: 
b. orang asing yang memiliki izin tinggal tetap mengisi dan rnenandatanqaru 

formulir biodata orang asing tinggal tetap; 
c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk: 
d. petugas registrasi menandatangani formulir biodata orang asrng dan 

merekam ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK 

(1) Orang a sing yang memiliki izin tinggal terbatas dan orano a sing yang rncrruhk: 
izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasa: 2 ayat (2). untuk 
pencatatan biodatanya membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalarn 
Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4). 

Pasal6 

(3) Kepala Dinduk Capil menerbitkan dan menandatanqarn biodata penduduk 
setelah yang bersangkutan rnendapatkan NIK dengan sistern mtormasi 
adminduk. 

(1) WNI yang datang dari luar negeri karena pindah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (2), untuk pencatatan biodatanya mernbawa persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2). 

(2) Pencatatan biodata penduduk sebaqairnana dirnaksud pad a ayat ( 1 ). dilakukan 
dengan tata cara : 
a. penduduk mengisi dan menandatangani Iorrnuhr biodala µenduduk WNI. 
b. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; 
c. petugas registrasi menandatangani formulir biodata penduduk dan 

rnerekam ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK 

Pasal 5 

(4) Penerbitan dokumen biodata penduduk WNI oleh Dmduk Capil. dilakukan 
dengan tata cara: 
a. pelugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi fo1111ul11 biodala 

penduduk serta merekarn data ke dalam database kependudukan untuk 
rncndapatkan NIK: 

b. Kepala Dinduk Caµil rnenerbitkan dan menandatangani dokumen biodata 
penduduk setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan sistem 
informasi adminduk. 

(3) Pencatatan biodata penduduk di kecamatan, dilakukan dengan tata cara: 
a. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk. 
b. Camat menandatangani formulir biodata penduduk; 
c. petugas reqistrasi menyampaikan forrnulir biodata penduduk kopada 

Dinduk Capil sebagai dasar untuk penerbitan dokumen biodata penduduk. 

(2) Pencatatan biodata penduduk di Desa.Kelurahan dilakukau d1':nwrn lol.:1 u_11 c1 
a. penduduk mengisi dan menandatanqaru for rnulrr brcdata ponduduk WNI 
b. petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan 

I Inn pr:rist iwa JH~11l 1nq. 
r , JH'l11q:1:·, rc:q1:;t1o1:·.11111'!.1k11l,.111 v1·11l1l,.1·.1 tl.111 v.tlu l.r « tl.1l.1111·111l11il1il, 
d. Kepala desa/luiah menandatanqam Iounuln brodala penduduk, 
e. petugas registrasi menyampaikan formulir biodata penduduk kepada 

Camat. 



Perubahan biodata penduduk bagi WNI. orang asing yang memiliki izrn tinggal 
terbatas dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang mengalami peristiwa 
penting di luar wilayah Republik Indonesia, wajib dilaporkan kepada Dinduk Capil 
paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kembali ke Republik Indonesia. 

Pasal8 

(8) Kepala Oinduk Capil menerbitkan dan rnenandatanqarn brodata orc1ng c1s111q 
yang telah diubah. 

(7) Pencatatan biodata penduduk bagi orang asing yang memiliki izin tinggal 
terbatas dan orang asing yang merniliki izin tinggal tetap di Dinduk Capil 
sebagaimana dirnaksud pad a ayat ( 1 ). dilakukan dengan tata cara : 
a. orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas mengrsr dan 

menandatangani surat pernyataan perubahan data kependudukan dan 
formulir perubahan biodata orang asing tinggal terbatas; 

b. orang asing yang memiliki izin tinggal tetap mengisi dan menandatangani 
surat pernyataan perubahan data kependudukan dan formulir perubahan 
biodata orang asing tinggal tetap; 

c. petugas registrasi rnelakukan verifikasi dan validasi data penduduk: 
d. petugas registrasi menandatangani formulir perubahan biodata orang 

asing dan merekam ke dalam database kependudukan. 

(6) Kepala Dinduk Capil menerbitkan dan menandatangani biodata penduduk yang 
telah diubah. 

(4) Pencatatan perubahan biodata penduduk WNI di kecamatan dilakukan dengan 
tata cara: 
a. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk: 
b. Camat menandatangani formulir perubahan biodata penduduk WNI; 
c. petugas registrasi menyampaikan formulir perubahan biodata penduduk 

WNI kepada Dinduk Capil. 

(5) Pencatatan perubahan biodata penduduk WNI di Dinduk Capil dilakukan 
dengan tata cara melakukan verifikasi dan validasi data penduduk serta 
merekam data ke dalam database kependudukan. 

... 

(3) Pencatatan perubahan biodata penduduk WNI di Desa/Kelurahan. dilakukan 
dengan tata cara: 
a. penduduk mengisi dan menandatangani surat pernyataan perubal ran data 

kependudukan dan formulir perubahan biodata penduduk WNI; 
b. petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan 

dan peristiwa penting; 
c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan; 
d. Kepala desa/lurah menandatangani formulir perubahan biodata penduduk; 
e. petugas registrasi menyampaikan surat pernyataan perubahan data 

kependudukan dan formulir perubahan biodata penduduk WNI kepada 
Ca mat. 

(2) Pencatatan perubahan biodata sebagaimana dirnaksud pad a ayat ( 1) dilakukan 
dengan menggunakan : 
a. surat pernyataan pcrubahan data kependudukan; 
b. formulir perubahan biodatapenduduk WNI; 
c. formulir perubahan biodata orang asing tinggal terbatas; atau 
d. formulir perubahan biodata orang asing tinggal tetap. 

(1) Dalam '1;.11 terjadi perubahan b1od;il;.1 '"'Ll' jll!IHh1d11k WNI sdi.iu;11111.111.1 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1 ), WNI yang datang dari luar negeri karena 
pindah atau orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), wajib 
melaporkan kepada Dinduk Capil untuk dicatatkan perubahan biodatanya. 

Pasai7 



(5) Perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk 
sebagairnana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah 
memenuhi syarat : 
a. Kf< lama; 
b. surat keterangan kematian; atau 
c. surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi penduduk 

yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

(6) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat : 
a. surat keterangan kehilangan dari Kepala desa/lurah; 
b. KK yang rusak; 

-- 

(4) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga bagi orang asing yang 
memiliki lzin Tinggal Tetap untuk menumpang ke dalam KK WNI atau oranq 
asing dilakukan setelah memenuhi syarat : 
a. KK lama atau KK yang ditumpanqi; 
b. paspor; 
c. izin tinggal tetap; dan 
d. surat keterangan catatan kepolisian bagi orang asing tinggal tetap. 

(3) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga untuk rnenurnpang 
ke dalarn KK bagi penduduk WNI dilakukan setelah memenuhi syarat : 
a. KK lama; 
b. KK yang akan ditumpangi; 
c. surat keterangan pindah datang baq: penducluk yang pmdah dalam 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau 
d. surat keterangan datang dari luar negeri bagi WNI yang datang dari iuar 

negeri karena pindah. 

. 
(2) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk 

yang mengalami kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan 
ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat : 
a. KK lama; dan 
b. kutipan akta kelahiran. 

(1) Penerbitan KK baru bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa: 
a. izin tinggal tetap bagi orang asing; 
b. totokopi atau menunjukkan kutipan akta nikah/kutipan akta perkawrnan: 
c. surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi penduduk 

yang pindah dalam wilayah Negara Kesaluan Republik Indonesia; atau 
d. surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Dinduk 

Capil bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah . 

Pasal 10 

(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dan ayal (2) sebaqai dasc11 
untuk penerbitan KK. 

(2) Orang asing yang memiliki izin tinggal tetap wajib melaporkan susunan 
keluarganya kepada Dinduk Capil. 

(1) PencJuduk WNI wajib melapoikan s11st111;111 kc)lt1;11~i;111y;i k1)p;Hl;1 I )111d11k Cc1prl 
melalui Kepala desa/lurah dan camat. 

Pasal9 

Paragr~1I 2 
IJenerbil;.111 KK 



(1) Penerbitan KTP baru bagi penduduk WNI. dilakukan setelah rnemenuhi syarat : 
a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin: 
b. surat pengantar RT/RW dan Kepala desa/lurah; 
c. fotokopi : 

1. KK; 

-"' 
Pasal 13 

Paragraf 3 
Penerbitan KI f.J 

(3) Kepala Dinduk Capil menerbitkan dan menandatangani l<l<. 

(4) Dinduk Capil menarik KK yang tidak berlaku (setelah ada perubahan). 

(2) Dinduk Capil memproses penerbitan atau perubahan KK sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1 ). dengan tata cara: 
a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KK; 
b. petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; 
c. petugas menandatangani formulir permohonan KK; 
d. petugas melakukan perekaman data ke dalarn database kependudukan. 

(1) Orang asing yang merniliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 ayat (2) wajib melapor kepada Dinduk Capil dengan menyerahkan 
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. 

(4) Penerbitan atau perubahan KK di Dinduk Capil sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) huruf c, dilakukan dengan tata cara: 
a. petugas melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan; 
b. Kepala Dinduk Capil menerbitkan dan menanda-tangani KK. 
c. Dinduk Capil menarik KK yang tidak berlaku (setelah ada perubahan). 

Pasal 12 

(3) Proses penerbitan atau perubahan KK di Kecamatan sebaqaimana dirnaksuo 
pada ayat (2) huruf e, dilakukan dengan tata cara: 
a. petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk: 
b. Camat menandatangani formulir permohonan KK; 
c. petugas menyampaikan formulir permohonan KK yang dilampiri dengan 

kelengkapan berkas persyaratan kepada Dinduk Capil. 

(2) Proses penerbitan atau perubahan KK di Desa/Kelurahan sebaqaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara: 
a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KK: 
b. petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan 

dan peristiwa penting; 
c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk. 
d. Kepala desa/lurah menandatangani formulir pcrmohonan KK: dan 
e. Kepala desa/lurah/Petugas registrasr mcner uskan bcr kas f 011nu!11 

permohonan KK kepada Camat sebagai dasar proses penerbitan atau 
perubahan KK di Kecamatan. 

(1) Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 9 ayal (1) wajib melapor 
kepada Kepala desa/lurah dengan menyerahkan persvaratan sebaqairnan .. i 
dimaksud dalam Pasal 10. 

Pasal 11 

c. foto kopi atau menunjukkan dokurnen kependuduka« dari salat: satu 
;111rn1ot~ kolunrqn: ;1!;111 

d. rIokumun kelllll$Jlil~;1;111 b;.1s.11 ()1;111u /\:;1111J 



(2) Proses penerbitan KTP di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1 ), dilakukan dengan tata cara. 
a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KTP WNI: 
b. petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan 

dan peristiwa penting; 
c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data; 
d. Kepala desa/lurah menandatangani forrnulir pennohonan KTP; 
e. petugas registrasi rnenyerahkan formulir permohonan KTP kepada 

penduduk untuk dilaporkan kepada Camat. 

_.,,. 

(1) Penduduk WNI wajib melapor kepada Kepala desa/lur ah deuqan r11e11ye1 ahkan 
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat ( 1) dan Pasal 14. 

Pasal 15 

(4) Penerbitan KTP karena adanya perubahan data bagi penduduk WNI atau orang 
asing yang memiliki izin tinggal tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat : 
a. fotokopi KK; 
b. KTP lama; dan 
c. surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa 

penting. 

(3) Penerbitan KTP karena perpanjangan bagi penduduk WNI atau orang asing 
yang memiliki izin tinggal tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat : 
a. fotokopi KK; 
b. KTP lama; dan 
c. fotokopi Paspor, izin tinggal tetap, dan surat keterangan catatan kepolisian 

bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap. 

(2) Penerbitan KTP karena pindah datang bagi penduduk WNI atau orang asing 
yang memiliki lzin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat : 
a. surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datanq: dan 
b. surat keterangan datanq dari luar ncqcn IJ;1~i WNI y.111~1 dalt111q cl;111 111;11 

negeri karena pindah. 

(1) Pencrbitan Kii-' karena h1la11g atau rusak bau1 pcnduduk WNI alau or;11HJ ;1s1r111 
yang rnemiliki izin tinggal tetap, dilakukan setelah mernenulu syaral 
a. surat keterangan kehilangan dari kepolisian atau KTP yang rusak. 
b. fotokopi KK; dan 
c. paspor dan izin tinggal tetap bagi orang asing. 

(2) Penerbitan KTP baru bagi orang asing yang memiliki izin tinqqal tolap 
dilakukan setelah memenuhi syarat : 
a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun alau sudah/pernah kc1w111, 
b. fotokopi : 

1. KK; 
2. kutipan akta nikah/akt» k;1w111 h,1<11 IH'111it11lt1k y;111q h,·111111 IH·111·.1.1 1,· 

(t11p11l bolns) 1;1111111. 
:3. kutipan akta kelahiran; 
4. paspor dan izin tinggal tetap; dan 

c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian. 

Pasal 14 

2. kutipan akta nikah/akla kawin lJ,.1!.Ji 1J1;;11duJuk yc:11 '!.J lJc..::lu111 l;1;1 u::.k• 1 f 
(tujuh belas) tahun; 

3. kutipan akta kelahiran; dan 
d s 1 11 a I kc! I e ra n [F in cl a I; 111 q cl a I i I 11; 11 11 r '! J, • 11 y. 1111 f d I I 1 • II 1111, . 11 1 , ii, · I I I l 11 1 d I ii, l · . 'I 'ii 

b,191 WNI yang clalc111u cJ.111 lu:u IH:91.:11 k,111:11.i p111d.1l1 



(3) Pendaftaran penduduk WNI di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf f dilakukan dengan tata cara: 
a. petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk: 
b. Camat atas nama Kepala Dinduk Capil menerbitkan dan rnenandatanqaru 

surat keterangan pindah; 
c. surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada huruf b diser ahkan 

kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan. 

(2) Pendaftaran penduduk WNI di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dengan tata cara: 
a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir pcrmohonan pindch: 
b. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; 
c. petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan 

dan peristiwa penting; 
d. Kepala desa/lurah mengetahui dan membubuhkan tanda tangan pada 

surat pengantar dari RT/RW; 
e. petugas registrasi mencatat dalam buku induk penduduk dan buku mutasi 

penduduk; . 
f. Kepala , ees.a/lurah/Petugas registrasi meneruskan berkas formulir 

pe·fmohonan pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan surat 
pcngantar sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Carnat. 

(1) Penduduk WNI yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c. melapor kepada Kepala desa/lurah 
dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20. 

Pasal 24 

(3) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d. 
digunakan sebagai dasar : 
a. proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan 
b. perekaman ke dalam database kependudukan. 

(2) Pendaftaran penduduk WNI di Desa/Kelurahan sebaqaimana dunaksud pada 
ayat (1) dilakukan dengan tata cara: 
a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan prndah 

datang untuk mendapatkan surat keterangan pindah datang; 
b. petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kepencludukan 

dan peristiwa penting; 
c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk: 
d. Kepala desa/lurah atas nama Kepala Dinduk Capil menerbitkan dan 

menandatangani surat keterangan pindah datang. 

(1) Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22. melaporkan 
kedatangannya kepada Kepala desa/lurah ternpat tujuan dengan menunjukkan 
surat keterangan pindah. 

Surat keterangan pindah sebagaimana dunaksud pa<.Jc:1 ayat (L'.) I iurul cJ 
digunakan sebagai dasar : 
a. proses perubahan KK baqi kcpaln/anggot.i kclunrqa dnlnrn KK y;1nq tid;,I< 

pindah; dan 
b. perekaman ke dalam database kependudukan. 

Pasal23 

(3) 

e pewrJas registrasi mencalal dalarn bttkt1 1,·1ilt1k 1J\:11tlt1d111, \!r111 1H1k11 1111ti:1:~1 
IH'lllliHl11k. 
:;111;1! lu_;[c1;111u;111 pt1td,tlt :,t:IJ,l~_Flllll,111,1 d1111.tl•·.1Hl !•·1,l,1 1111111! d ,!1·.,·1,!111· 111 

kepada penduduk 1111tJ1k dilaporkan kr.p;1cl;.1 kopnla dr:s:1/111r;1l1 l11p1.111 

. 
J "" ' :r- 



(1) Persyaratan dan tata cara pendaftaran perpindahan penduduk WNI dalam 
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan 
memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk. 

(2) Klasifikasi perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sebagai berikut : 
a. dalam satu desa/kelurahan: 

--- 

Paragraf 1 
Pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI Dalam Wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia 

Pasal 19 

Bagian Kedua 
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan 

(2) Pas photo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 2 x 3 cm dengan 
ketentuan 70% tampak wajah dan dapat menggunakan jilbab. 

(1) Dalam KTP dimuat pas photo berwarna dari penduduk yang bersangkutan. 
dengan ketentuan : 
a. penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas photo berwarna 

merah; atau 
b. penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas photo berwarna 

biru. 

Dalam hal KTP diterbitkan karena perpanjangan. KTP lama ditarik oleh Dinduk Capil. 

Pasal 18 

(2) Dinduk Capil memproses penerbitan KTP orang asing sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1 ), dengan tata cara : 
a. orang asing yang memiliki izin tinggal tetap rnengisi dan menandatangani 

formulir permohonan KTP orang asing; 
b. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk: 
c. petugas registrasi melakukan perekaman data ke dalam database 

kependudukan; 
d. Kepala Dinduk Capil menerbitkan dan menandatangani KTP. 

Pasal17 

(1) Orang asing yang merniliki izin tinggal tetap wajib inelapo: kepada D111duk Cc1pll 
denqan mcrnbawa pcrsvaratan scbri~J.:111112111:1 <11111;iks11cl d;1l;1111 I ';1:;;11 1 ·1 .1y.11 ('.,) 
dan Pasal 15. 

(4) Penerbitan KTP di Dinduk Capil sebagaimana dnnaksuc pada ayat (J) hurut c . 
dilakukan dengan tata cara: 
a. petugas registrasi melakukan perekaman data ke dalam database 

kependudukan; 
b. Kepala Dinduk Capil menerbitkan dan menandatangani KTP. 

Pasal 16 

(3) Proses penerbitan KTP di Kecarnatan s~h,111r111ii:,11:, il1111.1"s11ti p,1d.1 .,y,tl i>'l 
lu uul I', tfi1.1l<11k,lll tl1'lll!,lll l.il.: t.,ll,I 

.. , pclu~.i;1~; rt.:y1slras1111t.:lakuk .. 111 vc1i11l,.1:.1 d.111 v.ilu l.r « d.il.11'1·111lt111l1I· 
b. Carnat rnenandatanqani forrnulir perrnohonan KTP: 
c. petugas registrasi menyampaikan formullr perrnohonan K-1 P yang dilarnpm 

dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada Dinduk Capil sebagai 
dasar penerbitan KTP. 

' 



(2) Pendaftaran penduduk WNI di Desa/Kelurahan sebagairnana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dengan tata cara: 
a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir perrnohonan pmdah. 
b. petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan 

dan peristiwa penting; 
c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; 
d. Kepala desa/lurah atas nama Kepala Dinduk Capil rnenerbitkan dan 

menandatangani surat keterangan pindah: 

-- 

(1) Penduduk WNI yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, melapor kepada Kepala desa/lurah 
dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20. 

(3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
digunakan sebagai dasar untuk : 
a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak 

pindah; 
b. proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru: clan 
c. perekaman ke dalam database kependudukan. 

Pasal22 

(2) Pendaftaran penduduk WNI di Desa/Kelurahnn s0.hc1nc1i111c1nc1 dimaksud 1,.id.1 
ayat (1) dilakukan denqan tata cara scbaqa: bcukul 
a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah; 
b. petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan 

dan peristiwa penting; 
c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk: 
d. Kepala desa/lurah atas nama Kepala Dinduk Capil menerbitkan dan 

menandatangani surat keterangan pindah datang; 
e. petugas registrasi mencatat dalam Buku lnduk Penduduk dan Buku Mutasi 

Penduduk. 

(1) Penduduk WNI yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, rnelapor kepada Kepala desa/lurah 
dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20. 

Pasal 21 

(4) Surat keterangan pindah sebagaimana dirnaksud pada avat (]). bcrlnku 
sch.J(Fli fH~llmJ<lllli KTr scl;1111;1 K'l p b.uu l>(~l11111 clllcillllk;111 

(3) Pada saat diserahkan surat keterangan pindah sebagaimana dirnaksud pada 
ayat (2) kepada penduduk, KTP yang bersangkutan dicabut dan dimusnahkan 
oleh instansi yang menerbitkan surat keterangan pindah. 

(2) Surat ketcrangan pindah scbaqaunana t.l11nak!::>ud p .. 1d .. 1 ,.1yc1t ( 1). bcrlalcu ~,d1111;1 
30 (tiga puluh) hari kerja. 

(1) Pelaporan pendaftaran perpindahan penduduk WNI cJengan klasuikas: 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, huruf c. huruf d, dan 
huruf e, dilakukan der.gan memenuhi syarat berupa surat pengantar RT/RW. 
KK, dan KTP untuk mendapatkan surat keterangan pindah. 

Pasal LO 

b. anlar desa alau kelurahan dalam satu k1;1,, 1111.il.111. 

c. antar kecarnatan dalam satu kabupaten/kota. 
d. antar kabupaten atau kota dalam satu provinsi: atau 
(~ ;1111:ir provinsi 



(3) Pendaftaran penduduk di Kecamatan sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) 
huruf f dilakukan dengan tata cara: 
a. petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; 
b. Carnal menandatangani surat pengantar pindah antar kabupaten/kota atau 

antar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f; 
c. petugas registrasi menyampaikan formulir permohonan pindah 

sebaqairnana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan surat penqantar pindah 

. ' 

(2) Pendaftaran penduduk WNI di Desa/Kelurahan sebaqairnano drmaksuo pada 
ayat (1) dilakukan dengan tata cara: 
a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah 
b. petugas registrasi mencatat dalam buku harian penstiwa kependudukan 

dan peristiwa penting; 
c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk: 
d. Kepala desa/lurah menandatangani surat pengantar pindah antar 

kabupaten/kota atau antar provinsi; 
e. petugas registrasi mencatat dalam buku induk penduduk dan buku mutasi 

penduduk; 
f. Kepala desa/lurah.Petuqas registrasi meneruskan berkas formulir 

permohonan pindah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan surat 
pengantar pindah sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada camat. 

(1) Penduduk WNI yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebaga,mana 
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d dan huruf e. rnelapor kepada Kepala 
desa/lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana oimaksuo dalam Pasal L'U 

.. Pasal26 

(4) Surat kctc: anqnn pindah d,11.111~1 st:l>,1ii;11111;111;1 tl1111.1k~:utl p;1d;1 ;1y;1I ('.)) 11111111 I> 
digunakan sebagai das .. rr : 
a. proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru. 
b. perekaman ke dalam database kependudukan. 

(3) Pendaftaran penduduk di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (L') 
huruf d dilakukan dengan tata cara: 
a. petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan 
b. Camat atas nama Kepala Dinduk Capil menerbitkan dan menandatanqaru 

surat keterangan pindah datang. 

• 

(2) J?endaflaran penduduk WNI di Dcsa/Kchu ahnn sch .. 1,i;11111,111 .. 1 d1111;ik:;ud 11r1d.1 
ayat (1) dilakukan dengan tata cara. 
a. penduduk mengisi dan rnenandatanqam Iorrnuhr perrnohonan pmrlah 

datang; 
b. petugas registrasi mencatat dalam buku harian penstiwa kependudukan 

dan peristiwa penting; 
c. petugas reqistrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk 
d. Kepala desa/lurah menandatangani dan meneruskan formulir perrnohonan 

pindah datang sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Camat. 

I 

, . - 
2'1. mctoporkan 
tujuan clengan 

Pasal 
tern rat 

Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalarn 
kedatangannya kepada Kepala desa/lurah di 
menunjukkan surat keterangan pindah . 

( 1) 

Pasal25 

(4) Sur al kcteranqan pmdah sl!lJayc11111 .. 111L1 li1111.ik:-.111I 11.icl.1 .iy.il 1::, 11111111 I, 
digunakan sebagai dasar: 
a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak 

pinrtah: 
I, pc:1t:lc11n.111 kt : cl.11;1111 cl;1l.il1;1::1· lwp1·111l111l1Jl·.111 

------ 



(1) Setiap penduduk yang akan bertransmigrasi dengan klasifikasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, huruf c. huruf d, dan huruf e 
berlaku persyaratan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 28, denoan tata cara 

Pasal29 

Persyaratan pelaporan pendaftaran penduduk yang akan bertransrnigrasi meliput, . 
a. surat pengantar RT/RW; 
b. KK; 
c. KTP; 
d. kartu seleksi calon transmigran; dan 
e. surat pemberitahuan pemberangkatan. 

Pasal 28 

Paragraf 2 
Pendaftaran Penduduk Yang Bertransmigrasi 

(5) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pad a ayat (4 ). 
digunakan sebagai dasar: 
a. proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru: 
b. perekaman ke dalam database kependudukan. 

(4) Kepala Dinduk Capil menerbitkan dan menandatangani surat keterangan 
pindah datang. 

-- 

(2) Pendaftaran penduduk WNI di Desa/Kelurahan sebagairnana dirnaksud pada 
ayat (1) dilakukan dengan tata cara: 
a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah 

datang; 
b. petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan 

dan peristiwa penting; 
c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk: 
d. Kepala desa/lurah menandatangani dan meneruskan formulir permohonan 

pindah datang sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada camat. 

(3) Pendaftaran penduduk di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf d dilakukan dengan tata cara : 
a. petugas melakukan verifikasi dan validasi data pent.luduk; 
b. Camat menandatangani formulir permohonan pindah datang dan 

menyampaikan kepada Kepala Dinduk Capi: sebagai dasar penerbitan 
surat keterangan pindah datang. 

I 

Pasal ?.S. mclaporkan 
1,,111p;1l l111u;111 d,·1111,111 

Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam 
kodatunqannya kcpada kcpala dosn/lu: ;1! 1 c II 
rnenunjukkan surat keternngan pindah. 

(1) 

Pasal27 

(5) Surat kelei anqan pindah sel>i-l~Jr11111,111r1 d1111.ikstHi p;id.i .,y;ii (11) d1111111.1k:111 
sebaqa: d ... isor . 
a. proses perubahan KK bagi kepala/anqcota keluarqa dalam Kf< y::rnrJ tidak 

pindah; 
b. perekaman ke dalam database kependudukan 

(4) Kepala Dinduk Capil menerbitkan dan monandntanqruu siuat kotr.rnnqru: 
pindah serla rnenyerahkan kepada penduduk unluk t11l,1pork,J11 kc; cl;11:1;11l 
tujuan. 

sebagaimana dimaksud pada avat (3) hu111f l, I\L:l)r1d.1 l\l::p,dr1 1)1111:,,:, C,q,d 
·.1:l1;1q;11 d;1:;;11 pr:111·11>1!.111 ·;111;1' lu-11·1.11111,1:11111111.111 



., 

(2) Pendaftaran orang asing di Dinduk Cap ii sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) 
dilakukan dengan tata cara: 
a. orang asing mengisi dan menandatangani formulir surat keterangan pindah 

datang; 
b. petugas registrasi melakukan verifikasl dan validasi data; 
c. Kepala Dinduk Capil menandatangani surat keterangan pindah datang 
d. petugas merekam data dalam database kependudukan; 
e. petugas menyampaikan lembar kedua surat keteranqan pindah dritring 

kepada kepala desa/lurah tempat tinggal asal. 

.· 

( 1) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas a tau oranq a sing yany 111~1rnllk1 

izin tinggal tetap yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a, melapor kepada Kepala Dinduk 
Capil dengan membawa persyaratan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 31 

Pasal32 

(2) Pelaporan pendaftaran pindah datang orang asing yang memiliki izin tinggal 
terbatas dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilakukan dengan 
memenuhi syarat: 
a. surat keterangan tempat tinggal; 
b. fotokopi paspor: 
c. fotokopi kartu izin tinggal terbatas: dan 
d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian. 

(1) Pelaporan pendaftaran pindah datang orang asing yang memiliki izin tinggc1I 
tetap dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilakukan dengan 
memenuhi syarat berupa: 
a. KK; 
b. KTP untuk orang asinq: 
c. fotokopi paspor dengan menunjukkan aslinya: 
d. fotokopi kartu izin tinggal tetap; 
e. menunjukkan buku pengawasan orang asing; dan 
f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian. 

Pasal 31 

Klasifikasi perpindahan orang asing sebaqairnana drrnaksud pada ayat < ) 

sebagai berikut: 
a. dalam kabupaten/kota; 
b. antarkabupaten/kota dalam satu provrnsr: alau 
c. antarprovinsi. 

(2) 

Persyaratan dan tata cara perpindahan orang asrnq yann merruhk: 11111 t1n1r1r1 
terhatas dan orang r1sing y,mg monulikr 11i11 tmmpl tc:t;1p <1;1!;1111 w1by;1l1 Nt·q I 

Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan rnemperhatikan klas,f,~.as 
perpindahan penduduk. 

( 1) 

Paragraf 3 
Pendaftaran Pindah Datang Orang Asing 

Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

Pasal30 

(/) l1t:l:111111;111 11e·111lt1cl11I, y.11111 .il,.111 l1,·1l1.111·.1111q1.1 I·., 1• IIJ 111111111 d1111 I II I 
;1y;il ( I) d;1p;1I d11);1111t1 c,lt:11111:,l.111:.1 Y·"'!l 1111·11.111q.111111111· .. 11111.111·.1111111 ,·.1 

I '.1 .,I . ·i I'., .. ,I I I :.1:IJ,t!F11111.111.1 d1111o1k:.111l d.11.1111 I '.,· •. ii 
Pasal 26, dan Pasal 27 



(4) Dinduk Capil menyampaikan data pindah datang orang asing kepada Camat 
dan Kepala Desa/Lurah. 

(3) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) huruf b 
digunakan sebagai dasar: 
a. penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru bagi orang asing yang 

memiliki izin tinggal tetap; 
b. penerbitan surat keterangan tempat tinggal dengan alamat baru bagi orang 

asing yang memiliki izin tinggal terbatas. 

(2) Pendaftaran orang asing di Dinduk Capil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan tata cara: 
a. petugas melakukan verifikasi dan validasi data; 
b. Kepala Dinduk Capil menandatangani surat keterangan pindah datang; 
c. petugas merekam data dalam database kependudukan. 

(1) Orang asing yang merniliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki 
izin tinggal tetap yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b dan huruf c, melaporkan 
kedatangannya kepada Kepala Dinduk Capil daerah tujuan dengan 
menyerahkan surat keterangan pindah datang. 

-- 
Pasal34 

(3) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 
digunakan sebagai dasar perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam 
KK yang tidak pindah. 

(2) Pendaftaran orang asing di Dinduk Capil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan tata cara: 
a. orang asing mengisi dan menandatangani formulir surat keterangan pindah 

datang; 
b. petugas melakukan verifikasi dan validasi data; 
c. Kepala Dinduk Capil menandatangani surat keterangan pindah datang dan 

menyerahkan kepada orang asing untuk dilaporkan ke daerah tujuan: 
d. petugas merekam data dalam database kependudukan. 

(1) Orang asing yang rnemiliki izin tinggal terbatas a tau orang a sing yang rnerniliki 
izin tinggal tetap yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b dan huruf c. melapor kepada Kepala 
Dinduk Capil dengan rncmbawa persyaratan scbaqaimann dimaksud dalam 
Pasal31. 

J 
Pasal33 

Dinduk Capil menyampaikan data pindah dat .. 111u u1i.111y ;1s111u IH~Pt.Hi.1 C.1111.il 

dan Kepala Desa/Lurah. 
(4) 

Surat koteranqan pindah cl.11;:,n~1 sril,,t~F11111:111:1 d1111.1k·;11d 11;ul.1 ;,y:tl ('.)) lu u ul r : 
cf1q1111.:k.111 :.d1.1q.11 r l.r: .. 11 

cl. perubahan KK llc.1y1 keµala/a11y~ula kelu,11~ .. 1 d:1l,l!11 I\K y,.111!:J l1d.1k p111d;i'1 
b. penerbitan surat keteranqan ternpat tinoaril rlP.norin alarnat haru haoi nr;::inq 

asing yang memiliki izin tinggal terbatas; atau 
c. penerbitan KK dan KTP dengan alarnat baru bagi orang asing yang 

rnemiliki izin tinggal tetap. 

(3) 



(3) Pendaftaran penduduk di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf d, dilakukan dengan tata cara : 
a. surat pengantar pindah ke luar negeri dari penduduk diketahui Carnat 

dengan membubuhkan tandatangan; 
b. petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; 

' '., 

(2) Pendaftaran penduduk WNI di Desa/Kelurahan sebaqaunana dunaksud pada 
ayat (1), dilakukan dengan tata cara: 
a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir surat penqantm pmdah 

ke luar negeri; 
b. petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan 

dan peristiwa penting; 
c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; 
d. Kepala desa/lurah mengetahui dan menandatangani serta meneruskan 

surat pengantar pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf 
a kepada Camat; 

e. petugas registrasi mencatat dalam buku induk penduduk dan buku mutasi 
penduduk. 

(1) Penduduk WNI yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalarn 
Pasal 35 huruf a, melapor kepada kepala desa/lurah dengan membawa syarat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1 ). 

Pasal37 

(4) Pendaftaran bagi orang asing yang akan pindah ke luar ncgeri sebaqairnana 
dimaksud dalam Pasal 35 huruf d dilakukan dengan memenuhi syarat . 
a. KK dan KTP bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap; dan 
b. surat keterangan tempat tinggal bagi orang asing yang memiliki izin tinggal 

terbatas. 

(3) Pendaftaran bagi orang asing yang datang dari luar negeri sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 35 huruf c dilakukan dengan memenuhi syarat : 
a. paspor; dan 
b. izin tinggal terbatas. 

(2) Pendartaran bagi WNI yang datang dari lua: 11e~1er i sebaqaimana dunaksud 
dalam Pasal 35 huruf b dilakukan dengan memenuhi syarat berupa paspor atau 
dokumen pengganti paspor. 

(1) Pendaftaran bagi penduduk WNI yang akan pindah sebaqairnana dnnaksud 
dalam Pasal 35 huruf a dilakukan setelah memenuhi syarat · 
a. surat pengantar pindah dari RT dan RW; 
b. KK; dan 
c. l<TP. 

Pasal 36 

Perpindahan penduduk an tar negara, melipuu klasit rkasi sebaqai beukut . 
a. penduduk WNI pindah ke luar negeri unluk rner relap dalarn jc1n~ku waklu 

1 (salu) tahun atau lebih berturut-lurut; 
b. WNI datang dari luar negeri karena pindah dan menetap di Indonesia: 
c. orang asing datang dari luar negeri dengan izin tinggal terbatas: 
d. orang asing yang merniliki izin tinggal terbatas atau izin tinqqal tetap vc1n9 akan 

pindah kc luar negeri. 

Bagian Ketiyc:1 
Pendaftaran Pindah Datang Antar Negara 



IJ 

(1) Orang asing yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 35 huruf c, melapor kepada Dinduk Capil dengan membawa syarat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3). 

(2) Dinduk Capil melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1). dengan tata cara: 
a. orang asing mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran orang 

asing tinggal terbatas; 
b. petugas melakukan verifikasi dan validasi data; 
c. Kepala Dinduk Capil menerbitkan dan menandatangani surat keterangan 

tempat tinggal; 
d. petugas merekam data dalam database kependudukan. 

' .,, 

(4) Kepala Desa/Lurah melakukan pendaftaran WNI yang melaporkan 
kedatangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara petugas 
registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa 
penting, buku induk penduduk, dan buku mutasi penduduk. 

Pasal39 

... 

(3) WNI yang telah mendapatkan KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf c, melaporkan kedatangannya kepada camat, Kepala desa/lurah 
dan RT/RW tempat domisili dengan menyerahkan surat keterangan datang dari 
luar negeri. 

(2) Dinduk Capil melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1 ). dengan tata cara : 
a. WNI mengisi dan menandatangani formulir SKDLN; 
b. petugas melakukan verifikasi dan validasi data; 
c. Kepala Dinduk Capil menerbitkan dan menanda-tanqani surat keteranqan 

datang dari luar negeri, KK dan KTP; dan 
d. petugas merekam data dalam database kependudukan. 

(1) WNI yang datang dan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 
huruf b, rnelapor kepada Dinduk Capil dengan membawa syarat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2). 

Pasal 38 

(5) SKPLN sebagaimana dimaksud pad a ayat (4) huruf c. digunakan untuk 
pengurusan paspor dan pelaporan pada perwakilan Republik Indonesia neqara 
tujuan. 

(4) Pendaftaran penduduk WNI di Dinduk Capil sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) huruf c, dilakukan dengan tata cara : 
a. petugas menerima surat pengantar pindnh ke lunr 11c~~wri d,111 ponduduk 

disertai persyaratan sebaqaimana drmaksud dalam Pasal 3l1 c1ynl ( l) 
huruf b dan huruf c: 

b. petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; 
c. Kepala Dinduk Capil menerbitkan don rnenandatanqani SKPLN 
d. petugas registrasi mencabut KTP penduduk yang telah mendapat SKPL.N. 
e. dalam hal satu keluarga pindah ke luar negeri. KK penduduk yang pindah 

dicabut oleh Dinduk Capil; 
f. dalam hal satu orang atau beberapa orang dan salu keluarga pindah ke 

luar negeri, Dinduk Cap ii melakukan perubahan l<K h,-1q1 c1nr1riotr1 keh 1mq;i 
yang linggal. 

c. petugas meneruskan surat penqanlar pindah ke lu;H neueri knpada nindt 1k 
C:;1p1I. 

d. petuqas reqistrasi merekam data cJc:1la111 database kepeududukan. 



(3) Kepala Oesa/Lurah melakukan pendaftaran orang asing yang telah prndah 
ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dengan cara 
petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan 
peristiwa penting, buku induk penduduk. dan buku mutasi penduduk. 

(2) Pendaftaran orang asing di Dinduk Cap ii sebagairnana dimaksud pad a ayat ( 1 ). 
dilakukan dengan tata cara: 
a. orang asing mengisi dan menandatangani formulir keterangan pindah 

ke luar negeri; 
b. peluqas melakukan verifikasi dan validasi data. 
c. Kepala Dinduk Capil menyimpan KK dan KTP orang asing atau sural 

keterangan tempat tinggal dari orang asing yang akan pindah; 
d. petugas merekam data dalam database kependudukan; 
e. petugas menyampaikan formulir keterangan pindah ke luar negen kepada 

camat dan Kepala desa/lurah tempat domisili. 

(1) Orang asing yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana dirnaksud dalarn 
Pasal 35 huruf d, melapor kepada Dinduk Capil dengan rnernbawa persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4). 

(4) Kepala Desa/Lurah melakukan pendaftaian orc111g as111g yc.1119 melaporkau 
kedatangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) denqan cara petuqas 
registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kepenciudukan cian penstiwa 
penting, buku induk penduduk, dan buku mutasi penduduk. 

Pasal41 

(3) Dinduk Capil menyampaikan data pindah datang orang asing kcpada Carnat 
dan Kepala desa/l.urah. I 

(2) Pendaftaran orang asing di Dinduk Cap1I sebaqaunana u1111aksud µ~1d,1 ;iy; !l ! I 1. 
dilakukan dengan tata cam: 
,1 ornnq c1sinri monqisi dnn 1m:n;111cl;1l;111q:1111 ln11111tl11 111·11<1:dl:11.111 ,11.11111 

:1:;111!1 ti11q!i;1l l<:l;1p. 
b. petuqas melakukan vennkasi cJan vahdast dc.1lc1. 
c. Kepala Dinduk Capil menerbitkan dan menandatangani KK dan KTP orang 

asing; 
d. petugas registrasi merekam data dalam database kependudukan 

(1) Orang asing yang memiliki lzin Tinggal Terbatas yang berubah status menjadi 
izin tinggal tetap, melapor kepada Dinduk Capil denqan mornbawa persvaralan 
a. paspor; 
b. surat keterangan ternpat tinggal; 
c. kartu izin tinggal tetap; dan 
d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian. 

Kt:f).11;'1 Desa/l.urnh rnclakuknn pondnltnrnn 01;111q ;1:;111q y;111q 111c'l;1pnrlc,11 
l«·cl;1l;i11q;11111y;1 :;1'11:,q:11111:111.1 tl1111.11<·.11,I 11,1il.1 .1y.1I (.',) d,·1111,111 I .11.1 111·111•1.1·. 
ICUIS[1;1:_;1 mcncalat Uc.tl,1111 liuku ll,111.111 pc11~:l1w.r K1:pl:t1cl11<illK,IJI cl,111 p1:11:,l1w.1 
penting, buku induk penduduk, dan buku mutasi pcnrtuduk 

Pasal40 

( 4) 

Dinduk Cap ii menyampaikan data pindah clat.::,ng 01 an~ cis1n~J kf-:pc1cfa Cc1n-,r.ii 
dan Kepala Desa/Lurah. 

(3) 



(3) Pendataan komunitas terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 
ayat (3), dilakukan dengan tata cara: 
a. mendatangi lokasi komunitas terpencil; 
b. mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk; 
c. melakukan verifikasi dan validasi; 

(1) Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana 
sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dilakukan dengan tata 
cara: 
a. mendatangi penduduk di tempat penampungan sementara; 
b. mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk; 
c. melakukan verifikasi dan validasi; 
d. mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke Dinduk Capil: 
e. membantu proses penerbitan surat keterangan pengganti tanda icentitas 

dan surat keterangan pencatatan sipil. 

(2) Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), 
dilakukan dengan tata cara: 
a. membuat data lokasi orang terlantar: 
b. mendatangi orang terlantar; 
c. mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk; 
d. melakukan verifikasi dan validasi; 
e. mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke L)induk 

Capil; 
f. membantu proses penerbitan surat keterangan orang terlantar. 

Pasal44 

(4) Pendataan penduduk rentan adminduk dilakukan tim pendataan yang dibentuk 
oleh R, ipati. 

(3) Pendataan komunitas terpencil sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 42 hut uf d. 
dilakukan oleh Dinduk Capil dengan menyediakan: 
a. formulir keterangan atau pengakuan dari kepala suku/adat seternpat: 
b. formulir pendataan. 

(2) Pendataan orang terlantar sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 42 hut ul c. 
dilakukan oleh Dinduk Capil dengan menyediakan: 
a. formulir pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan: 
b. formulir pendataan. 

(1) Pendataan penduduk korban bencana a lam dan penduduk korban bencana 
sosial sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 42 huruf ,3 don huruf b, dilakukan 
oleh Dinduk Capil dengan menyediakan: 
a. formulir pernyataan kehilangan dokumen kependudukan: 
b. formulir pendataan; 
c. dokumen kependudukan yang tercatat dalam data kcpendudukan D111uuk 

Cap ii. 

Pasal43 

Pendataan penduduk rentan adminduk meliputi klasifikasi : 
a. penduduk korban bencana alam; 
b. penduduk korban bencana sosial; 
c. orang terlantar; dan 
d. komunitas terpencil. 

Pasal42 

Bagian Keernpat 
I 11:111l;tl;1;111 I 11·111li11l1il, 1~1·111.111 /\111111111,litl· 



(1) Pencatatan kelahiran penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 7 
ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memenuhi syarat: 
a. surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran: 

(2) Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pad a ayat (1 ). dilakukan 
dengan memperhatikan: 
a. tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI; 
b. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk VVNI; 
c. tempat domisili ibunya bagi penduduk orang asing; 
d. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk orang asinq, 
e. orang asing pemegang izin kunjungan; dan 
f. anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya 

Pasal48 

(1) Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada Dinduk Cc-1p1I cl, ternpat tc~q .. 1d111y;1 
kelahiran. 

Pasal47 

Paragraf 1 
Pencatatan Kelahiran 

Bagian Pertama 
Tata Pencatatan Kelahiran 

BAB Ill 

PENCATATAN SIPIL 

Pelaporan penduduk yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalarn r~.sal -'l:1 
ayat (1 ). dilakukan dengan pengisian formulir yang IP.l;:ih <l1lelr-1pk;111 

Pasal46 

(3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarqanya atau 
orang yang diberi kuasa. 

(2) Penduduk sebagaimana dimaksud pad a ayat ('I) adalah penduduk yang tidak 
mampu karena faktor umur, sakit keras. cacat f1s1k atau cacat mental 

(1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendm dalam pendattaran 
penduduk dapat dihanlu olP.11 Dinduk Cr1pil ;.1!;111 1111i111111l:1 h:111111.-111l<1·p;11l;.1111:111~1 

lain. 

Pasal45 

Bagian Kelima 
Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendm 

(5) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) rnenjadi cfasr11 brigi 
Kepala Dinduk Capil menerbitkan dokumen kependudukan sesuai dengan 
pcraturan pcrundanqan-undanqan .... 

('1) K,·p.il.i ll1111l11k c:,11111 1111·111·!11111,.111 cl.111 1111·11.111cl.t1.111oi.1111 ·.111.tl l"·l,·1.111q.111 

l)UllU!:Ji.111[1 l .. 111da rdcuhlus d;111 SlJI ;.11 kdL:l i.lll!J.111 p1;111 • .1l.il.111 ~.1pil :.t:li. iu, 11111.111.1 

dimaksud pad a ayat (1) huruf e. surat keterangan orang lerlantar sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf f dan sural kelcrangan landa kornunua-. 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e. 

d. mencatat dan merekam data penduduk unluk dbc11 npaikan kt: Dinduk Capil. 
e. membantu proses penerbitan surat keteranqan tanda komunitas. 



Pencatatan kelahiran orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 7 ayat (2) 
huruf e, dilakukan dengan tata cara: 

Pencatatan kelahiran penduduk orang asing sebagaimana dirnaksud dalarn 
Pasal 47 ayat (2) huruf c dan huruf d, dilakukan dengan tata cara: 
a. penduduk orang asing mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan 

menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) 
kepada Dinduk Capil; 

b. pejabat pencatatan sipil pada Dinduk Capil rnencatat dalam register akta 
kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran. 

Pasal52 

Pencatatan kelahiran penduduk WNI sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 4 7 
ayat (2) huruf b, dilakukan dengan tata cara: 
a. penduduk WNI mengrsr formulir surat keterangan kelahiran dengan 

menyerahkan surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran dan 
menunjukkan KTP ibu atau bapaknya kepada Dinduk Capil: 

b. pejabat pencatatan sipil pada Dinduk Capil mencatat dalam register akta 
kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran. 

Pasal 51 

Pencatatan kelahiran penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 
ayat (2) huruf a, dilakukan dengan tata cara : 
a. penduduk WNI mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan rnenunjukan 

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat ( 1) kepada petugas 
registrasi di kantor desa/kelurahan; 

b. formulir surat keterangan kelahiran sebagairnana dimaksud pada huruf a 
ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah; 

c. Kepala Desa/Lurah berkewajiban meneruskan formulir surat keterangan 
kelahiran kepada Dinduk Capil untuk diterbitkan kutipan akta kelahiran; 

d. pejabat pencatatan sipil pada Dinduk Capil mencalat dalam reqisler akla 
kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran dan menyampaikan kepada 
Kepala Desa/Lurah atau kepada pemohon. 

Pasal 50 

.. 

Pasal49 

(4) Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 
ayat (2) huruf f, dengan melampirkan berita acara perneriksaan dari Kepolisian. I 

(3) Pencatatan kelahiran orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 
ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e, dilakukan dengan memenuhi syarat : 
a. surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran; 
b. kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua; 
c. KK dan KTP orang tua bagi pemegang izin tinggal tetap; 
d. surat keterangan tempat tinggal orang tua bagi pemegang rzrn tinggal 

terbatas; dan/atau 
e. paspor bagi pemegang lzin Kunjungan. 

(2) Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah/akta perkawinan 
orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, pencatatan kelahiran 
tetap dilaksanakan. 

b. nama dan identitas saksi kelahiran: 
c: Kl< or;111!1 l11;1, 
d I( 111 u1;111u tu.r, d.111 
e. kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua. 



Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu sebaqairnana 
dimaksud dalam Pasal 55 dan dikenakan denda administratif. 

(1) 

Pasal 57 ... 

Paragraf 3 
Denda Administrasi 

(2) 

Pencatatan pelaporan kelahiran yang rne!ampaui batas waklu 1 (satu) tahun 
sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai 
persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dirnaksud dalarn 
Pasal 48 setelah mendapatkan penetapan pengadilan negeri. 

t:»: 

Tata cara pencatatan pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berlaku ketentuan mengenai tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, dan Pasal 52. 

( 1) 

Pasal56 

(2) Tata cara pencatatan pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berlaku ketentuan mengenai tata cara pencatatan sebaqairnana dirnaksud 
dalam Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, dan Pasal 52. 

(1) Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas wakiu 60 (enam puluh) 
hari sarnpai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran. clilakukan sesuai 
dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebaqairnana 
dimaksud dalam Pasal 48 setelah mendapatkan persetuiuan f<:epala Dinduk 
Capil. 

.. 
Pasal 55 

Paraqraf 2 
Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas V'v'aktLi 

l'e11c,1l:1l:111 kc:l:11111;111 ;111;il~ y;111q l1tl;ik d1k1·l:il1111 :,· .. ti 11:.11l11y.1 .11.111l\1·l1t·1.i.!.1.111111.111,1 
tuanya s1~lwy<.11111 .. rna dunaksud d .. -1lc.1111 l ' .. 1s;;I 4/ .. 1y.ii ()) 11111111 I. drl.tkuk.111 ii1·111J,111 
tata cara : 
a. pelapor/pemohon menqisi formulir surat keterangan kelahiran dengan 

menyertakan berita acara pemeriksaan Kepolisian sebaqaunana dunaksud 
dalam Pasal 48 ayat (4) kepada Dinduk Capil: 

b. pejabat pencatatan sipil pada Dinduk Capil mencatat dalam register akta 
kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran 

Pasal 54 

(2) Pejabal/peluqas scbaqaimnna <111n;1ks11d p.11!:1 :1y:11 , I). .1tl:1l.tl1 
Kepala/dokter/bidan pada klinik tempat kelahiran. atau kepala bandar udara 
atau pelabuhan. nakhoda kapal berbendera Indonesia. pilot pesawat terbang 
Indonesia. 

(1) Dalam hal terjadi peristiwa kelahiran orang asing yang tidak terrnasuk cl a lam 
lingkup kelahiran sebagairnana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dalarn 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat diberikan surat keterangan 
tanda lahir oleh pejabal/petugas di ternpat kelahiran. 

Pasal 53 

a. orang asing rnenqisi Iormulir sural kelt:1c-n9,11, k,:lr1h11.rn d1:11u,111 1111;11y1:1.il1k;11, 
pmsyaratan sebagaimana dimaksud dal.1111 l)~1s~1I 4B avnt (3) hurul ;1 cl,111 
huruf e kepada Dinduk Capil; 

h r0.jr1h:1t pnncalatan sipil rrirb Oinrtuk C;111il ll1l'IH':l1:1I rl:11:1111 nc•q1•:l1•1 /\kl:t 
K 1 ·I; ii 111 . 11 1 1 I. 11 1 1111 : r u : ii II I k. 11 1 I< 1 II q 1. 11 1 /\ Id . 1 I< I'!. ii 111 . 11 1 



(3) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1, dilakukan 
dengan tata cara: 
a. pasangan suami dan isteri mengisi formulir pencatatan perkawinan pada 

Dinduk Capil dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2); 

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinduk Capil mencatat pada Register Akta 
Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan; 

(2) Pencatatan perkawinan sebagairnana dimaksud pad a ayat ( 1 ). diiakukan 
dengan memenuhi syarat: 
a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta 

atau surat perkawinan penghayat kepercayaan yang ditanda tangani oleh 
pemuka penghayat kepercayaan; 

b. KTP suami dan isteri; 
c. pas foto suami dan isteri; 
d. kutipan akta kelahiran suami dan isteri: 
e. paspor bagi suami atau isteri orang asiny. 

(1) Pencatatan perkawinan dilakukan di Dinduk Capri lempat terjadinya 
perkawinan. 

Pasal 59 

Paragraf 1 
Pencatatan Perkawinan 

Bagian Kedua 
... Tata Cara Pencatatan Perkawinan 

(4) Pencatatan pelaporan lahir mati orang asing dilakukan oleh Dinduk Capil. 

(3)· Kepala Desa/Lurah berkewajiban mengirim surat keterangan lahir mati kepada 
petugas perekaman data kependudukan di kecamatan. 

(2) Berdasarkan pencatatan pelaporan lahir mati sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) Kepala Desa/Lurah menerbitkan dan menandatangani surat keterangan 
lahir mati atas nama Kepala Dinduk Capil. 

(1) Pencatatan pelaporan lahir mati, dilakukan dengan mernenuhi syarat: 
a. surat pengantar RT dan RW; dan 
b. keterangan lahir mati dari dokter/bidan/penolong kelahii an. 

Pasal 58 

Paragraf 4 
Pencatatan Lahir Mati 

(2) 0<)11<l;1 ;11l1111111:;lr;1lif :';c·l>;1q;11111;111;1 cl1111;11\:;1ul 11.1<1.1 .,y.11 (I) cl1l"·11.1k.111 ·.,·1·.11.1 
be, Jc"F" 1u untuk . 
a. kelahiran 2 (dua) bulan sampai dengan 4 (ernpat) bulan sebesar 

Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). 
b. kelahiran 4 (empat) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan sebesar 

Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). 
c. kclahiran 6 ( cnam ) bu Ian sampai dc11q,111 fl ( clcl,1p, 111) hulan sci H -s: 11 

Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). 
d. kelahiran 8 (delapan) bu Ian sampai dengan 10 (sepuluh) bu Ian sebesar 

Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah). 
e. kelahiran 10 (sepuluh) bu Ian sampai dengan 1 (satu) tahun sebesar 

Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). 



(1) Pencatatan perceraian dilakukan di Dinduk Cap ii tempat terjadinya perceraian. 

Pasal63 

Paragraf 1 
Pencatatan Perceraian 

(5) Dinduk Capil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam 
dalam database kependudukan. 

Bagian Ketiga 
Tata Cara Pencatatan Perceraian 

· · (4) Panitera Pengadilan mengirimkan salinan putusan pengadilan 111e11yenc11 
pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinduk 
Capil tempat pencatatan peristiwa perkawinan. 

(3) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dirnaksud pad a ayat ( 1) 
dilakukan dengan tata cara: 
a. pasanqan suami dan isteri yang perkawiuaunya dibatalkau. 111e11y1s1 

r- ormulir Pencatatan Pembatalan Perkawinan pad a Dinduk Cap II denqan 
melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); 

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinduk Capil mencabut Kutipan Akta 
Perkawinan dan memberikan catatan pinggir pada Register Akta 
Perkawinan serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan. 

c. Dinduk Capil sebagaimana dimaksud pada huruf b memberitahukan 
kepada Dinduk Capil tempat pencatatan peristiwa perkawinan. 

(2) Pencatatan pcrnbatalan pcrkawrnan scb.Jga1111,J11,1 d1111;1!{:;ucJ p;.1u;1 ay.u ( I J 
dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan mengena, 
pembatalan perkawinan yang telah mP.mrt111yr.11 kekualan h11k11m tP.tr1r dan 
Kutipan Akta Perkawinan. 

(1) Pencalatan pembatalan perkawinan dilakukan di Dinduk Capil ternpat terjadinya 
pembatalan perkawinan. 

Pasal62 

Paragraf 2 
Pencatatan Pembatalan Pe, kawinan 

(2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) dilakukan 
denqan cam menunjukkan penetapan penqadilnn 

(1) Pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan dilakukan di Dinduk 
Capil. 

r Pasal61 

(2) Data hasil pencatatan KUA Kecamatan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1 ). 
tidak dimaksudkan untuk penerbitan kutipan akta perkawinan 

(1) Data hasil pencatatan KUA Kecamatan atas peristiwa perkawrnan, disarnpaikan 
kepada Dinduk Capil untuk direkam ke dalam database kependudukan . ., 

Pasal60 

c. Ku Lipan Akta Perkawinan sebaqaimana du naksud p~1cJ;1 I 1u1 ul I> diliur1k~111 
kepada masing-masing suami dan isteri, 

d. suami atau istri berkewajiban rnelaporkan hasil pencatatan perkawinan 
kc:p.-Hl.-1 l imduk C;1pil t«:111p.il do1111sll111y.1 



C' 

(3) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dilakukan dengan tata cara: 
a. pasangan suami dan isteri yang perceraiannya ciibatalkan. ff1e1191s1 

Formulir Pencatatan Pembatalan Perceraian pada Dinduk Capil denqan 
melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); 

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinduk Capil rnernberikan catatan pingoir 
dan mencabut Kutipan Akta Perceraian. serta menerbitkan Surat 
Keterangan Pembatalan Perceraian; 

c. Dinduk Capil sebagaimana dimaksud pada huruf b memberitahukan 
kepada Dinduk Capil tempat pencatatan peristiwa perceraian. 

,, 

(2) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ). 
dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan mengenai 
pembatalan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap cian 
Kutipan Akta Perceraian. 

(1) Pencatatan pembatalan perceraian dilakukan di Dinduk. Cc1pil tempat terjadurya 
pembatalan perceraian. 

Pasal65 

Paragraf 2 
Pencatatan Pembatalan Perceraian 

(2) Data hasil pencatatan KUA sebagaimana dimai<sucl pada ayat (1 ). tidak 
dimaksudkan untuk penerbitan kutipan akta perceraian. 

(1) Data hasil pencatatan KUA atas peristiwa perceraian yang telah mendapatkan 
penetapan Pengadilan Agama disampaikan kepada Dinduk Capil untuk direkam 
ke dalam database kependudukan. 

Pasal64 

(5) Dinduk Capil sebaqairnana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekarn 
dalam database kependudukan. 

(4) Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban 
mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Dinduk 
Capil tempat pencatatan peristiwa perkawinan. 

(3) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ). dilakukan dengan 
tata cara: 
a. pasangan suami dan isteri yang bercerai mengisi Formulir Penc;-itc1t;111 

Perceraian pada Dinduk Capil dengan melampirkan salinan pul11s,111 

pengadilan dan Kutipan Akta Perkawinan sebaqaimana dimaksud pada 
ayat (2); 

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinduk Capil mencatat pada Register Akta 
Perccraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Pcrkawinan 
dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta 
Perceraian; 

c. Kutipan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan 
kepada masing-masing suami dan isteri yang bercerai: 

d. Oinduk Capil sebagaimana dimaksud pada huruf h borkowanban 
memberitahukan hasil pencatatan perceraian kepada Drnduk Cap1I tempnt 
pencatatan peristiwa perkawinan. 

(2) Pcncalatnn percoraian scbaqaimnnn clirn;ib11tl p:-11 l;i : 1y. ii (1). dil:·1k11k.11, ti< ·11q.111 

111( ·11y1 ·1.1l 1k.111 : .. 11111.111 1111(11: .. 111 111 ·11q.1il1l.111 y.111,i 1"1. II I 1111 ·111111 ·1111, ·I I I· I ·I· 11.11.111 

hukum telap dan Kul1µc.111 Akta Pe1kc.1w111 .. 111. 



(3) Pencatatan kematian bagi orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ). 
dilakukan dengan tata cara: 
a. pelapor mengisi dan menyerallkan Formulir Pelaporan Ke, natian den\.:ldl I 

melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). kepada 
Dinduk Capil; 

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinduk Capil mencatat pada Register Akta 
Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian; 

c. Dinduk Capil sebagaimana dimaksud pada huruf b memberitahukan data 
hasil pencatatan kematian kepada Dinduk Capil tempat domisili yang 

- 
"' 

(2) Pencatalan kernalian bagi orang asi11g sebaqairuaua dimaksud IJctt.li:.1 c1yc1l \ i) 
dilakukan dengan memenuhi syarat : 
a. keterangan kematian dari dokter/paramedis; 
b. fotokopi KK dan KTP, bagi orang asing yang memiliki lzin Tinggal Tetap: 
c. fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal. bagi orang asing yang mernilik: 

lzin Tinggal Terbatas; atau 
d. fotokopi paspor, bagi orang asing yang merniliki izin kunjungan. 

.. 
(1) Pencatatan kernatian bagi Orang Asing dilakukan pad a D111duk Caprl di temp at 

terjadinya kematian. 

Pasal 67 

(3) Pencatatan kernatian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1). dilakukan denqan 
tata cara : 
a. pelapor mengisi dan menyerahkan Forrnulir Pelaporan Kernatian dengan 

melarnpirkan persyaratan sebagairnana dun .. iksud pada avat (L) keparla 
Petugas registrasi di kantor desa/kelurahan unluk drteruskan keparla 
Dinduk Capil: 

b. Kcpala Dcsa/l.urnh mcnorbitknn S111:;: l<1·l1·1;111iF1n 1<1:111:111:111 d:111 
disampaikan kepada yang bersanqkutan unluk u1yu11al«.111 scpcrluuya. 

c. pejabat Pencatatan Sipil pada Dinduk Capil mencatat pada Register Akt;:;i 
Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian: 

d. Dinduk Capil sebagaimana dimaksud pada huruf c mernberitabukan data 
hasil pencatatan kematian kepada Dinduk Capil tempat dorrusif yang 
bersangkutan; 

e. Uinduk Capil tempat oomisin sebaqarmana drmaksuo pada 11u1111 cf 
rnencatat dan merekam dalam database kependudukan 

(2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pad a ayat ('I) dilakukan dengan 
memenuhi syarat : 
a. surat pengantar dari RT dan RW untuk mendapatkan Surat Keterangan 

Kepa!a Desa/Lurah; dan/atau 
b. keterangan kematian dari dokter/paramedis. 

(1) Pencalatan kemalian dilakuknn p;1d;1 1·)i11<l11k C:c1pll <11 lc·111p:1I l1·q;1<l111y:1 
kernatian. 
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Bagian Keempat 
Pencatatan Kematian 

(5) Dinduk Capil sebagairnana dunaksud pada avat (4) 11H.:11cal,1I d,111 moruknm 
dalam database kependudukan. 

(4) fJ,1111le1~1 l1u11y .. rdrl .. 111 111e11u111111k~111 :.,.11111:111 1111111: .. 111 lll'll!J·1dil.111 1111·11q,·11.11 

pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada avat (2) kcpada 1)111dul< 
Capil ternpat pencatatan peristiwa perccminn 



(3) Pencatatan pengangkatan anak sebaqaunana dunaksud pad a ayal ( 1) 
dilakukan dengan tata cara: 
a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengangkatan 

Anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) kepada Dinduk Capil; 

b. Dinduk Capil mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan; 
c. pejabat Pencatatan Sipil pada Dinduk Capil memberikan catatan pinggir 

pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Anak. 

(2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) 
dilakukan dengan memenuhi syarat berupa foto kopi : 
a. penetapan pengadilan tentang penqanqkatan anak 
b. Kutipan Akta Kelahiran; 
c. KTP pemohon; dan 
d. KK pemohon. 

(1) Pencatatan pelaporan pengangkatan anak dilakukan pacla Dmcuk Cap1I yang 
menerbitkan Akta Kelahiran. 
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Paragraf 1 
Pencatatan Pengangkatan Anak 

Bagian Kelima 
Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak 

... (6) Dinduk Capil rnenerbitkan Surat Keterangan Kematian . 

(5) Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (4). 
dilakukan oleh Dinduk Capil berdasarkan Surat Keterangan Catalan Kepolisian. 

(4) Dalam hal pelaporan kematian seseorang yang ditemukan jenazahnya tetapi 
tidak diketahui identitasnya dicatat oleh Dinduk Capil di tempat diketemukan 
jenazahnya. 

(3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada c1yr1t ('I). dilakukan rlc11q,111 
tata cara : 
a. pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian dengan 

melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). kepada 
Dinduk Capil; 

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinduk Capil mencatat pada Register Akta 
Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian; 

c. Dinduk Capil mencatat dan merekam dalam database kependudukan 

(2) Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan memenuhi syarat: 
a. KK; 
b. Surat Keterangan Catatan Kepolisian; dan 
c. salinan penetapan pengadilan mengenai kematian yang hilang atau lidak 

diketahui jenazahnya. 

(1) Pencatatan pelaporan kematian seseorang yang hilang atau mati yang trdak 
ditemukan jenazahnya dan/alau tidak jelas idenlilasnya dicalal pada Dinduk 
Capil di tempat tinggal pelapor. 

;. 
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cl Dinrluk Capil s0.hr1q:1im,111;1 diin:ikswl p:1cl:1 l111111f r 111,·111:.t1.t1 tl:1111111·11·1.1111 
ti.d.1111 d.11. tl>.1: ,I· kc 'l " ·11d11tl11l,.111 11 ·11 q 1.1' ti, 11111· .1!1 



(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) dilakukan 
dengan memenuhi syarat : 

(1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pad a Dinduk Cap ii ye111g 
menerbitkan Akta Pencatatan Sipil. 

v Pasal 72 

Bagian Keenan, 
Pencatatan Perubahan Narna 

(3) Pencatatan pengesahan anak sebaqairnana dirnaksud pada ayat t 1) d1lr1k11kc111 
dengan tata cara: 
a. pernohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pela po, an Penqesahan 

Anak dengan melampirkan persyaratan sebaoaimana dirnaksud pada 
ayat (2) kepada Dinduk Capil; 

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinduk Capil mencatat pada Register Akta 
Perkawinan dan membuat catatan pinggir pada Rcaister Akta f<C':lr1hir:111 
dan Kutipan Akta Kelahiran; 

c. Dinduk Capil sebagaimana dimaksud pada huruf b merekarn data 
pengesahan anak dalam database kependudukan. 

(2) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud parla ayat ( 1) dilakukan 
dengan mernenuhi syarat : 
a. surat pengantar dari RT/RW clan dikelahui Kepala Desa/Lurah. 
b. Kulipan Akta Kelahiran; 
c. fotokopi Kutipan Akta Perkawinan: 
d. fotokopi KK; dan 
e. fotokopi KTP pernohon. 

.. • 

(1) Pencalalan pelaporan pengesahan anak dilakukan p;id,r U11 uluk C;.1p1l ternpc11 
tinggal pemohon. 
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(3) Pencatatan pelaporan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pad a ayat (1 ). 
dilakukan dengan tata cara: 
a. pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Periqakuan Anak 

dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
kepada Dinduk Capil: 

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinduk Caprl mencatat dalam l~eu1sle1 /\klc1 
Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak: 

c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinduk Capil membuat catatan pinggir pada 
Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran; 

d. Dinduk Capil sebagaimana dimaksud pada huruf b d,111 huruf r: 11ic·r,::k;1111 
data pengakuan anak dalarn database kcponduduknn. 

(2) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dirnaksud pada ayat (1 ). duakukan 
dengan memenuhi syarat : 
a. surat Pengantar dari RT/RW dan diketahui Kepnla Desa/l.urah. 
b. S LI I cl l r> o 11 !J<I k ll <I 11 /\ 11 ;t k ( b I j ; I y; 11\ I> I <1 i( l ! If'."• y; 111 \I ti I: ·.1 °1111111 t ii t • I 1 ii l II k. II ll il 111 ti 
c. K11l1p;111 /\kl,1 Kel.11111<111. tl;111 
d. folokopi KK dan KlP ayah biologis dan 11Ju kandunq. 

(1) Pencatalan pelaporan pengakuan anak drlakukan parla I nnduk C,1p1I y,rnu 
menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. 

I 1.1·:.II Ill 

1•.11.,q,.d '/ 
!Ju11c<..1lc1l<:111 I 11;11y<..1ku<.111 /\11~1k d.111 I 'l:11!J1;: .. il1.111 /\11.1h 



(3) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan KTP dan 
menyerahkan KK serta Akta Catatan Sipil untuk diubah oleh Dinduk Capil. 

(2) Waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) paling lam bat 14 
(empat belas) hari terhitung sejak tanggal batas waktu yang ditentukan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memilih berakhir. 

. 
r 

(1) Dalam hal anak yang berkewarganegaraan qanda paling larnbat 3 (tiga) tahun 
setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin harus menyatakan 
memilih salah satu kewarganegaraannya dan wajib melapor ke Dinduk Capil. 
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(3) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1 ), dilakukan dengan tata cara: 
a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Status 

Kewarganegaraan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) kepada Dinduk Capll: 

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinduk Capil membuat catatan pinggir pada 
register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil; 

c. Pejabat pada Oinduk Capil merekam data perubahan status 
kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada huruf b dalam database 
kependudukan. 

(2) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dirnaksud pada 
\ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat : 
a. salinan Keputusan Presiden mengenai Perubahan Status 

Kewarganegaraan menjadi WNI; atau 
b. salinan Keputusan Menteri yang bidang tugasnya meliputi urusan 

kewarganegaraan; 
c. Kutipan Akta Catalan Sipil; 
d. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin. 
e. fotokopi KK; 
f. fotokopi KTP; dan 
g. fotokopi paspor. 

(1) Pencatatan pelaporan perubahan status kewarganegaraan dari WNA menjadi 
WNI dilakukan pada Dinduk Capil di tempat peristiwa perubahan status 
kewarganegaraan. 
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Bagian Ketujuh 
Pencatalan Perubahan Status Kewc11ya11e\:jr:1r c1c111 

(3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1 ). 
dilakukan dengan tata cara: 
a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan hl,1111c.1 

dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
kepada Dinduk Capil; 

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinduk Capil rnernbuat catatan pinggir padn 
register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil: 

c. Dinduk Capil sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data 
perubahan nama dalam database kependudukan. 

a. salinan penetapan pengadilan neqeri tent.-,n~1 l1t"":111hr1h.111 n,011n;,: 
Ii l(11l1p:111 /\l<l:1 C::1!:11:111 ! ;q ul, 
c. Kuhp .. 111 Aklu l'e1kaw111 .. 1111J .. 1u1 y<.111u :;utl,111 k,1w111. 
d. fotokopi KK; dan 
e. fotokopi KTP. 



Paragraf 1 
Pembetulan Akta Pencatatan Sipil 

Pelaporan penduduk yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 
ayat (1 ), dilakukan dengan pengisian formulir yang telah ditetapkan. 

Bagian Kesepuluh 
Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dan Pencatatan Pembatalan 

Akta Pencatatan Sipil 

Pasal77 

(3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) aclalah keluarqanya atau 
orang yang diberi kuasa. 

(2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak 
mampu karena faktor umur. sakit keras, cacat fisik atau cacat mental 

(1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pencatatan 
sipil dapat dibantu oleh Dinduk Capil atau meminta bantuan kepada orang lain. 

Bagian Kesembilan 
Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendm 
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(4) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ). 
dilakukan dengan tata cara: 
a. pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pencatatan Peristiwa Penting 

Lainnya dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) kepada Dinduk Capit; 

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada IJ111duk Cc1p1I melakukan venlikasi dc-111 
validasi berkas pelaporan peristiwa penting lainnya, dan mencatat serta 
merekam dalam register peristiwa penting lainnya pada database 
kependudukan; 

c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinduk Capil membuat catatan pinggir pada 
Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. 

(3) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) 
dilakukan dengan memenuhi syarat : 
a. penetapan pengadilan mengenai peristiwa pentmq lainnya: 
b. KTP dan KK yang bersangkutan; dan 
c. akta pencatatan sipil yang berkaitan peristiwa penting lainnya. 

(2) Peristiwa penting Jainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain 
perubahan jenis kelamin. 

(1) Pencatntan polaporan poristiwa i,r.ntin~ l;111rny;1 d1l;ik11k;111 oh)ll p1•i;1l>;ll 
l1(!11C,lt;1t;111 ~)11)11 p;1d;1 l)111d11k c.,pll ll~lllp,11 lt·q.1tl111y.1111·11·.1iw.1 p,·11111111 l.11111,y.1 
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Bagian Kedelapan 
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya 

(5) Pejabat pada Dinduk Capu merekam data porubuhan status kcw;.11u,111ct1c11,1,111 
sebagaimana dimaksud pacta ayat (3) dalam database kcpcndudukan 

(4) l\:FlUdl l'l:11c;1tal;.111 :j1p1I JJ.1d;1 l>111duK L,q,11 1111:111'111.il , .. ,1.,1.,1, l'"''.J1p1 p.1cl., 
register akta catatan sipil dan kutipan akta ca ta tan stprl sorta rncncabut K 11) 
S(!1l;111H!rlfl<~h1;11k:111 d:11;1 :11l:1k lc·1~·.c•ll11I d:111 l<I( 

-4 
y 

j 



- ,, 

(3) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Srpil :;eb;.19,1i111~rn,1 dunaksud p,Hi , 
ayat (1) dilakukan denqan tata cara : 
a. rnembuat catatan pinggir pada Register Aktri Pi~rw,·1!:-11.-111 Sip1i 
b rnenarik dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan S1ptl 
c. menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sesuai cJ31,g;_11: pennlc1I' putu:.;._;: · 

pengadilan. 

(2) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sip1I sebaqainiana dunaksud p8d;1 
ayat (1) dilakukan dengan syarat adanya pulusan penqadilan yang lelah 
rnemperoleh kekuatan hukurn tetap. 

(1) Pencatatan Pernbatalan Akta Pencatatau S1pd dildkut<-<.111 ulel I PcJc1u.·1l 
f'encc:.tatan Sipil pad a Dinduk Cap ii yang mene1 bilkan ,L\klG Pencatatan Sipil 

Paragraf 2 
Pencalatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil 

Pasal OU 

Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 avat {3) 
dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan tata cara. 
a. mengisi dan menyerahkan formulir pembetulan akta pencaiatan siprl denqan 

melampirkan dokurnen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan 
menunjukkan dokumen autentik yang mcnjadi pcrsyaratan pcncrbuan 
pencatatan sipil; 

b. pejabat pencatatan sip ii membuat akta pancatatan sir Ii hart: 11nt11k 
menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tuhs 
redaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatalan sipi: lama dau 
pemohon; 

c. pejabat pcncatatan sip1I ruembuat catalan p1nug11 p;.1cl;:1 icqistc: akla pcncat.u.m 
sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada hurut I) mengena, 2las211 
penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil 

Pasal 79 

(3) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dirnaksud paria ayat ( 1) karc"'n:1 
kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada perneqanq. dilakukan 
setelah memenuhi syarat berupa: 
a. dokumen autentik y.:rng rnenjadi pcrsv.u :1i:111 pC'11c1 hit. 111 :1kl~1 p1 ·11c.1t:1t:111 

sipil: 
b. kulipan akla cJi111.J11c1 ierdupul kesal, .. tl1.J11 tuhs 1t1d .. 1k::;1u11.ii 

(2) Pernbelulan akta pencatalan sipil sebaqaunan.i dun .. 1l<~,ucl p;1d,1 <..1y,.1l ( 1 J k,111:11 1 
kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada pc~megc=inri. cl1l;-1lwk,11° 
denqan mnnqacu padn 
.J. dokumcn autentrk y,lllU llll!lljddl jH:1sy;11,1l,111 p,·111·11111.111 .1kl.1 I" lll.,tl,cl.111 

sipil; 
b. dokumen dimana terdapat kesalahan tuhs redaksional 

(1) r,,111li,·l1rl:rn :1kl~1 p,·11<::d:d.111 <.:,1prl llrl:1k1il,.111 ,tl,·l1 I'' ,.111.11 l',·11, .ii d.111 ',1! i! ,, I I.I 

I ) 111( l 1 1 I, (;; Ip I I y. 111 u 1111 : 11( . r l II II,. 11 I /\Id. I I I c 'I II • II. 1 I. 111 : , q I ti I I, I ii· II 11 · , I, ii ii I . 'j, ti I. 1 I 

Pencatatan Sipil atau dirninta oleh penduduk 



... 

SERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2009 NOMOR 1 

HAMZAH FATONI 

Diundangkan di Rembang 
pada tanggal :L titta~ ~ 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN REMBANG 

H. MOCH. SALIM 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalarn Serita Daerah Kabupaten Rembang. 

Ditetapkan di Rembang 
pada tanggal ,,,z. ~ ~ 

BUPATi REMBANG 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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BABV 

KETENTUANPENUTUP 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan 
tanggal 31 Desember 2010. 

(1) Ketentuan pencatatan pelaporan kelahiran bagi penduduk yang lahir sebelum 
1 Maret 2009 lebih dari 1 (satu) tahun dilaksanakan tanpa penetapan 
pengadilan negeri dengan dikenakan denda administrasi sesuai dengan 
Pasal 57 ayat (2) huruf e. 

Pasal82 
KETENTUAN PERALIHAN 

,. - 
Pasal81 

(1) Legalisasi Akta Pencatatan Sip ii dilaksanakan oleh Kepala Dinduk Capil. ) 

(2) Legalisasi KK dan KTP dilaksanakan oleh Camat setempat. 

BABV . - 

BAB IV 

LEGALi SAS i 




